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KAJIAN HUKUM ATAS PEMBENTUKAN RAPERDA RPJMD

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
a. Pasal 63

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62

berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pasal 56

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal
dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan
dan/atau Naskah Akademik.

c. Pasal 61

‘(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan
oleh  Gubernur disampaikan dengan surat pengantar
Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021.

a. Pasal 77
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



b. Pasal 67

(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan
dan/atau Naskah Akademik.

(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah
Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan
biro hukum.

(4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi
muatan yang akan diatur.

(7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi.

c. Pasal 70

(1) Gubernur memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan Prolegda
Provinsi.

d. Pasal 109

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan

Pasal 108 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Pasal 103

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD
Provinsi atau Gubernur dibahas olen DPRD Provinsi dan
Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

f. Pasal 107

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan
Gubernur.



g.

(2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur,
disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan
penarikan.

(3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD Provinsi,
dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD Provinsi
dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 108

(3) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditarik kembali
tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

a.

Pasal 20

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa

perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 21

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau

kepala Daerah.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan

dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau

keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan

naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota.

Pasal 22

(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akademik.

(5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi
muatan yang akan diatur.



(6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan rancangan perda provinsi.

e. Pasal 32

Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah

daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai

dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah
kabupaten/kota.

f. Pasal 25

(1) Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa
untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan
Propemperda provinsi.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
a. Pasal1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

26) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

b. Pasal 49

(1) BAPPEDA  mengajukan rancangan awal RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) kepada
Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan
dengan DPRD.

(2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada
DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.



(3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat
puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
dilantik.

(4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat
10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.

(5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.

(6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota
kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat melanjutkan
tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 57

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Daerah sebagai bahan

penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan
rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat

Daerah.

Pasal 66

(1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses
penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir
RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil
Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada
Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang
membidangi hukum.



(2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah
pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

(3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah
yang membidangi hukum untuk melakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 68

(1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang
membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA
untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada
DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Pasal 69

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan
Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

(3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah dilantik.



h.

Pasal 70

(2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh
gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah
bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala
Daerah dilantik.

5. Berdasarkan hasil Koordinasi dengan Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Jawa Timur :

a.

Tahapan yang dilakukan oleh Pj. Bupati dalam Sidang Paripurna
sebagai tindaklanjut hasil pembahasan Bapemperda dan prioritas
dalam Propemperda yang dilakukan 1 (satu) tahun didalamnya
ada penyampaian Raperda RPJMD,;

Mekanisme Raperda RPJMD sudah sesuai dengan Tata Tertib
DPRD, melalui usulan Bapemperda, Prioritas dalam
Propemperda, Paripurna dan Pembentukan Pansus RPJMD,;
Ranwal, Rancangan, dan Raperda RPJMD (Rankhir) jadi satu
kesatuan dan menjadi proses penyusunan Raperda RPJMD;
Penyampaian Ranwal tidak harus di Paripurnakan (bisa Paripurna
dan/atau tidak paripurna), karena sudah ada Paripurna
penyampaian Raperda RPJMD,;

Pembahasan Ranwal oleh Pansus atau Panitia Kerja yang
dibentuk oleh DPRD untuk membahas RPJMD,;

Mekanisme Pembahasan Ranwal tidak diatur dalam Tata Tertib
maupun Permendagri 86 tahun 2017 diserahkan sepenuhnya
kepada DPRD;

Ranwal harus dibahas DPRD paling lambat 10 hari setelah
disampaikan Bupati kepada DPRD (Pasal 49 Permendagri 86
tahun 2017);



h. Hasil Pembahasan Ranwal menjadi bahan penyempurnaan
Rancangan RPJMD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan
antara Pimpinan DPRD dan Bupati (dalam forum Paripurna atau
Tidak Paripurna dalam Tatip atau Permendagri 86 Tahun 2017
tidak diatur).

6. Peraturan DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
a. Pasal1

18) Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya
disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan yang
berisi program pembentukan Perda Kabupaten Nganjuk yang
disusun oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
secara berencana, terpadu, dan sistematis.

19) Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya
disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.

21) Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah
Badan Musyawarah DPRD.

22) Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.

23) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah
Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Nganjuk untuk pembahasan hal-hal yang
bersifat khusus.

b. Pasal 37

Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

a) mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja
tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana
kerja alat kelengkapan DPRD;

b) menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa
sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu
penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian
rancangan Perda;

e) menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

g) merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan



c. Pasal43

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

a) menyusun rancangan program pembentukan Perda yang
memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala
prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk
setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD,;

b) mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan
Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

d. Pasal 54

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul
Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan
Musyawarah.

(2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan
DPRD.

B. Kesimpulan

1.

Pembahasan Raperda RPJMD sudah sesuai dengan Tata Tertib DPRD,
melalui usulan Bapemperda, Prioritas dalam Propemperda, Paripurna dan
Pembentukan Pansus RPJMD.

Ranwal, Rancangan, dan Raperda RPJMD (Rankhir) jadi satu kesatuan
dan menjadi proses penyusunan Raperda RPJMD.

Penyampaian Ranwal tidak harus di Paripurnakan (bisa Paripurna
dan/atau tidak paripurna), karena sudah ada Paripurna penyampaian
Raperda RPJMD dan tidak diatur dalam Tata Tertib maupun Permendagri
86 tahun 2017 oleh karena itu diserahkan segRenuhnya kepada DPRD.
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